PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 10/9/PBI1/2008

TENTANG

PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BANK
PERKREDITAN RAKYAT DALAM RANGKA KONSOLIDASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencapai sigégbankan yang sehat, kuat,
dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem ngara dan
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang
berkesinambungan diperlukan perbankan yang kuat;

b. bahwa dalam rangka menciptakan struktur perbankag ydeal
dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalagkga
panjang, dipandang perlu untuk mempercepat prosesokdasi
perbankan di bidang permodalan bank yang mengamalb&iawa
kegiatan usaha (operasional) bank harus diimbangu a
disesuaikan dengan kemampuan permodalan yang Idimili
sehingga operasional bank dapat berjalan sesuajadehesar
modal dan karakteristiknya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalesaoh
huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk mengkaientuan
mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadiugaha
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka konasiidalam

Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat..



Mengingat:

Menetapkan:
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1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998tategy Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No®io
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma@g)3
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nda@or
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Td998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslane
Nomor 3790);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Banknesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No&6o
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor8dB8)3
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nd@&@mor
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia T&004
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesi
Nomor 4357);

. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tandgauli

2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NdB30
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norboi7)4
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bankndsido
Nomor 9/16/PBI1/2007 tanggal 3 Desember 2007 (Learbar
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 145, bedran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUB#N
IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BANK
PERKREDITAN RAKYAT DALAM RANGKA KONSOLIDASI.

BAB I ...
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundjale:

1.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalasandgprundang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana teldfahdidengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan tieegiasaha secara
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syatiddik termasuk kantor cabang
bank asing.

Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebtRRB adalah Bank

Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Rasalgka 4 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yangkseiakan kegiatan

usaha secara konvensional atau berdasarkan psyesi@ah.

Kantor Cabang Bank adalah kantor Bank yang secargsuing bertanggung

jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkugangash alamat tempat usaha

yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukahanya.

Direksi:

a. bagi Bank Umum berbentuk hukum Perseroan Terbatidata Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undadgrg Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi Bank Umum berbentuk hukum Perusahaan Daerafaradireksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undamgi\b Tahun 1962

tentang Perusahaan Daerah.



5. Komisaris:

a. bagi Bank Umum berbentuk hukum Perseroan Terbadatala Komisaris

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undadgrg Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

. bagi Bank Umum berbentuk hukum Perusahaan Daeratalragpengawas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undamgmb Tahun 1962

tentang Perusahaan Daerah.

6. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, meeseprangan dan/atau

(1)

(2)

(3)

kelompok usaha yang:

a. memiliki saham perusahaan atau Bank Umum atau B#Rssr 25% (dua

puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah salyamg dikeluarkan dan

mempunyai hak suara;

. memiliki saham perusahaan atau Bank Umum atau BFR&hg dari 25% (dua

puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang diédian dan mempunyai
hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktielah melakukan
pengendalian perusahaan atau Bank, baik secarsulagpgmaupun tidak

langsung.

BAB Il

PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BPR

Pasal 2

Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaR&® Banya dapat
dilakukan dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia.

Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaR& Bebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara slakataumandatory.
Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaRR Becara sukarela

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan a@p#doitlapat permohonan

dari ...
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dari pemegang saham Bank Umum dengan modal inti bdivah

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atamggang saham Bank

Umum yang masih wajib membatasi kegiatan usaha.

(4) Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usdPR Becaranandatory
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukaadkep

a. Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010 titkenuhi modal
inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miligriah);

b. Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010 magih membatasi
kegiatan usaha dan tidak mengajukan permohonarbgiesn izin usaha
menjadi BPR secara sukarela; atau

c. Bank Umum yang telah mengajukan permohonan perub#&tia usaha
menjadi BPR secara sukarela namun sampai dengggalaBl Desember
2010 belum menyelesaikan penyesuaian kegiatan usabagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB Il
PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BPR
SECARA SUKARELA
Bagian Kesatu
Rencana dan Tahapan
Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi I1zin UsaRR Becara Sukarela

Pasal 3

Rencana perubahan izin usaha Bank Umum menjadiuztna BPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus dicantumlkdand rencana bisnis Bank

Uumum.

Pasal 4..
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Pasal 4

Pemberian persetujuan perubahan izin usaha BankrUmenjadi izin usaha BPR

secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasalt Z3) dilakukan dalam 2

(dua) tahap:

a.

persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untukakwdan persiapan perubahan
kegiatan usaha; dan

persetujuan perubahan izin usaha, yaitu petsgtugintuk melakukan kegiatan
usaha sebagai BPR setelah persiapan sebagaimam&sdonmdalam huruf a

selesai dilaksanakan.

Bagian Kedua
Persetujuan Prinsip

Pasal 5

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prindipagaémana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a, diajukan oleh Direksi Bank Umunpdda Gubernur Bank

Indonesia, dan harus disertai dengan:

a. notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mskant perubahan

izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR,;

rencana penyelesaian dan/atau pengalihan hak damjiken Bank Umum
terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi rfasBP&®, pengumuman
perubahan kegiatan usaha dari Bank Umum menjadi, BfdRa rencana
sosialisasi perubahan kepada nasabah;

laporan keuangan terakhir;

alasan perubahan izin usaha menjadi BPR dan rankama setelah menjadi
BPR;

rancangan akta perubahan anggaran dasar;

f. Daftar...
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daftar anggota Direksi dan dewan Komisaris, disaféangan dokumen paling

kurang:

1. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa ybagsangkutan tidak
mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksaich #@tentuan Bank
Indonesia mengenai BPR atau BPR Berdasarkan Pfysipah (BPRS);

2. surat pernyataan dari anggota Direksi mengemmediaan untuk tidak
merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimamaakdud dalam
ketentuan Bank Indonesia mengenai BPR atau BPRS;

3. surat pernyataan dari anggota dewan Komisarisgerai kesediaan untuk
tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaindimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia mengenai BPR atau BPRS;

4. surat pernyataan dari anggota dewan Komisarisgerai kesediaan untuk
mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR&B8aak Indonesia.

. Khusus bagi Bank Umum yang berubah menjadi BRR#b menambah surat

pernyataan dari calon anggota Dewan Pengawas Byamehwa yang

bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi keen rangkap jabatan
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesigemai BPRS,;

. Rencana struktur organisasi dan susunan personalia;

Rencana sistem dan prosedur kerja; dan

Daftar pemegang saham:

1. dalam hal perorangan harus dilampiri dengan woheku paling kurang surat
penyataan dari Pemegang Saham Pengendali yang talesykesediaannya
untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuidigasg dihadapi BPR
dalam menjalankan usahanya.

2. dalam hal badan hukum harus dilampiri dengamuch@h paling kurang:

a) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yangatekan kesediaan

untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuidytasg dihadapi BPR

dalam...



(1)

(2)
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dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam halnblagleum tersebut
merupakan Pemegang Saham Pengendali BPR,;

b) surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendalkhitefultimate
shareholder) yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulita
permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalaenjaiankan kegiatan
usahanya; dan

C) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yangatakan bahwa
yang bersangkutan telah menyampaikan informasiraeb&nar dan
lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPR sanmagan pemilik
terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merup&&@megang Saham
Pengendali BPR.

Pasal 6

Persetujuan atau penolakan atas permohonan peesetpjinsip sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 diberikan paling lambateffp@at puluh lima) hari
kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipeatkan diterima secara
lengkap.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolatas permohonan

persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada @yatBank Indonesia

melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

b. penilaian kemampuan dan kepatutdih #nd proper test) terhadap calon
Pemegang Saham Pengendali, Direksi, dan Komisgaiam hal terdapat
perubahan; dan

c. penilaian terhadap analisis atas potensi dan Kedayperubahan izin usaha
Bank Umum menjadi izin usaha BPR, dalam hal terdppeubahan lokasi
usaha Kantor Pusat atau perubahan prinsip usaha Bdak Umum

Konvensional menjadi BPRS.

(3) Pihak-pihak ..
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(3) Pihak-pihak yang mengajukan permohonan persetujyaimsip harus
melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mendgesaiuruhan rencana

penyesuaian kegiatan usahanya menjadi BPR.
Pasal’

(1) Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan prirsgbagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus menyesudikgmtan usahanya
menjadi BPR.

(2) Penyesuaian kegiatan usaha sebagaimana dimaksaiGyeatd(1) paling kurang
mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

a. perangkat hukum;

O

. jenis kegiatan usaha;

. infrastruktur;

c
d. pelaporan dan pemenuhan ketentuan pengawasan;
e. jaringan kantorgan

f.

kesiapan operasional.
(3) Bank Umum vyang telah mendapatkan persetujuan prirsgbagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan kegiatsaha dengan
mengatasnamakan diri sebagai BPR sebelum mendafs#tyguan perubahan

izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 twuruf
Pasal 8

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Baagat (1) berlaku untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggesetujuan prinsip.

Bagian Ketiga

Persetujuan Perubahan Izin Usaha

Pasal 9

(1) Pengajuan..
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(1) Pengajuan permohonan perubahan izin usaha sebagaidimaksud dalam
Pasal 4 huruf b diajukan oleh Direksi Bank Umum ddg Gubernur Bank
Indonesia sebelum jangka waktu persetujuan primsipkhir.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pgdt (1) Bank belum
mengajukan permohonan perubahan zgaha kepada Bank Indonesia maka
persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatak@ak berlaku.

(3) Permohonan perubahan izin usaha sebagaimana dithpksla ayat (1) harus
dilampiri dengan:

a. laporan penyesuaian kegiatan usaha dari Bank Umugnjadi BPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

b. akta perubahan anggaran dasar badan hukum yartg dedahkan oleh
instansi yang berwenang;

c. daftar susunan anggota Direksi dan Dewan Komisatisktur organisasi
dan susunan personalia, serta sistem dan proseda; KHalam hal terjadi
perubahan; dan

d. bukti kesiapan operasional yang paling kurang manza
1. daftar aktiva tetap dan inventaris;

2. bukti penguasan gedung kantor berupa bukti kepleamilatau perjanjian
sewa menyewa gedung kantor yang didukung oleh Ikdgemilikan
dari pihak yang menyewakan;

3. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untukragional BPR.
Pasal 10

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perulzanasaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan palimgbkt 25 (dua puluh lima)
hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yamgrdyaratkan diterima

secara lengkap.

(2) Dalam...
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(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolsélagaimana dimaksud

(1)

(2)

pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokushaen;

b. pemeriksaan terhadap bank yang bersangkutan unemkastikan ketaatan
terhadap ketentuan penyesuaian kegiatan usahd@daki Umum menjadi

BPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2).
Pasal 11

Bank Umum yang telah mendapat persetujuan perub#&ianusaha wajib
melaksanakan kegiatan usaha BPR paling lambattd) (sari setelah tanggal
izin kegiatan usaha diberlakukan.

Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimakswd gyad (1) wajib
dilaporkan oleh Direksi BPR kepada Bank Indonesiang lambat 10 (sepuluh)

hari setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegisdaha BPR.

Pasal 12

Bank Umum yang telah mendapat persetujuan perubairamsaha menjadi BPR

harus mencantumkan bentuk badan hukum dan katek“Barkreditan Rakyat” atau

disingkat “BPR” atau mencantumkan secara jelas ¥&yariah” sesudah kata BPR

atau disingkat “BPRS”, sesuai dengan anggaran d@&Rrpada penulisan namanya.

Pasal 13

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalaml Baslan Pasal 9

disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada eBulr Bank Indonesia c.q.

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Bamdonesia dengan alamat Jl.
M.H. Thamrin No. 2, Jakarta. 10350.

BAB IV ...
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BAB IV
PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BPR
SECARAMANDATORY

Pasal 14

(1) Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaR& Bebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditetapkan dalarat eputusan Gubernur
Bank Indonesia yang akan diberitahukan kepada Blankm.

(2) Bagi Bank Umum yang telah terdaftar di pasar maosidinan surat keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikand&epadan Pengawas
Pasar Modal.

(3) Bank Umum yang ditetapkan menjadi BPR sebagaimanakdud pada ayat
(1) wajib:

a. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RURSa ¢
memutuskan pelaksanaan perubahan izin usaha BankmUmmenjadi izin
usaha BPR,;

b. melaksanakan penyesuaian kegiatan usaha sebagadmaaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) ; dan

c. menghentikan transaksi produk dan jasa Bank Umumg ydilarang

dilakukan oleh BPR, kecuali dalam rangka penyedesali
Pasal 15

(1) Jangka waktu pelaksanaan RUPS sebagaimana dimdktard Pasal 14 ayat
(3) huruf a wajib dilakukan paling lambat 2 (dua)ldn sejak tanggal Surat
Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai perub@&ia usaha Bank
Umum menjadi izin usaha BPR.

(2) Jangka waktu pelaksanaan penyesuaian kegiatan ashhgaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b wajib dilakukanngalambat 12 (dua belas)

bulan...
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bulan sejak tanggal perubahan izin usaha Bank Umemadi izin usaha BPR
dari Gubernur Bank Indonesia.

(3) Jangka waktu penghentian transaksi produk dan gabagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (3) huruf ¢ wajib dilakukamlséanggal Surat Keputusan
Gubernur Bank Indonesia mengenai perubahan izinauBank Umum menjadi

izin usaha BPR.

BAB V
SANKSI
Pasal 16

Bank yang melampaui batas waktu pelaksanaan kaegiataha sebagai BPR
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 113ydan Bank yang melampaui
batas waktu pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaledaich dPasal 15 ayat (1),

Bank yang melampaui batas waktu pelaksanaan pemgesikegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)Bantayang melanggar pasal 15
ayat (3) dikenakan sanksi administratif sebagaindimaksud dalam Pasal 52 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang P&dmarsebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 199&ber

a. kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,- (limarupéah) per hari sampai

dengan Bank memenuhi ketentuan ini; dan atau

b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan izin asBank Umum menjadi izin

usaha BPR dalam rangka konsolidasi diatur dalarat&idaran Bank Indonesia.

Pasal 18..
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Pasal 18

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdahditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymeta;mgan Peraturan Bank

Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaggans Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Februari 2008
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH
Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Februari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR35
DPNP/DPbS/DPBPR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 10/9/PBI/2008
TENTANG
PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BANK
PERKREDITAN RAKYAT DALAM RANGKA KONSOLIDASI

UMUM

Dalam rangka mencapai sistem perbankan yang delat,dan efisien guna
menciptakan kestabilan sistem keuangan dan menglgrertumbuhan ekonomi
nasional yang berkesinambungan, Bank Indonesik taekakukan upaya-upaya
percepatan konsolidasi perbankan dan memberikamth®agi bank-bank yang
melakukan Merger atau Konsolidasi.

Dalam rangka menciptakan struktur perbankan yaeg idipandang perlu
untuk mempercepat proses konsolidasi perbankaridding permodalan bank
yang mengarahkan bahwa kegiatan usaha bank hasesudikan dengan
kemampuan permodalan yang dimiliki sehingga openasibank dapat berjalan
sesuai dengan karateristiknya. Salah satu upayg ysempuh oleh Bank
Indonesia untuk mencapai hal tersebut adalah demgangharuskan Bank
Umum yang tidak dapat memenuhi modal inti sebegztOR000.000.000,00
(seratus milyar rupiah) pada tanggal 31 Desemb#&® 2fan Bank yang terkena
kewajiban pembatasan kegiatan usaha untuk menjak Perkreditan Rakyat
(BPR). Disamping itu, bagi Bank Umum yang belum reaahi ketentuan modal
inti dan Bank yang terkena kewajiban pembatasarat@ygusaha juga diberikan
opsi untuk menjadi BPR secara sukarela yang diajebelum tanggal 31
Desember 2010.

PASAL ...



PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah sébaga dimaksud
pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku yanggaten mengenai
rencana bisnis Bank Umum.
Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Persiapan perubahan kegiatan usaha dikatakan selakai apabila

Bank telah melakukan penyesuaian kegiatan usahgadieBPR,

antara lain:

1. memiliki akta perubahan anggaran dasar badan hylanmg telah
disahkan oleh instansi yang berwenang;

2. menghentikan transaksi produk dan jasa Bank Umunrg gdarang
dilakukan oleh BPR, menyelesaikan kewajiban kepada
kreditur/nasabah yang tidak bersedia menjadi nd&saBBR,
menyediakan dana sebesar kewajiban bank yang belum
diselesaikan;

3. menyelesaikan perubahan sistem dan prosedur kietfaplogi
informasi, struktur organisasi dan susunan persgnal

4. menyelesaikan persiapan pelaporan Sistem InforBelsitur, LBU
dan laporan lain ke Bank Indonesia yang mengaca gatentuan
yang berlaku bagi BPR,;

5. menyelesaika...
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5. menyelesaikan penutupan jaringan kantor yang becdadlar
provinsi Kantor Pusat bank sesuai dengan ketentBank
Indonesia yang berlaku mengenai BPR,;

6. menyelesaikan persiapan beberapa dokumen sepéer d&tiva
tetap, bukti penguasaan kantor, contoh formulirkatlyang akan
digunakan untuk operasional BPR.

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Laporan keuangan bulan terakhir sebelum pengajieamghonan
perubahan izin usaha dari Bank Umum menjadi BPR.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e

Rancangan akta perubahan anggaran dasar hanya tfeahbal yang

mengalami perubahan, misalnya:

1. nama yang menegaskan adanya perubahan dari BanknUmu
menjadi BPR dan tempat kedudukan, contoh PT Barikriénjadi
PT BPR “A”.

2. penegasan adanya perubahan kegiatan usaha daatakegisaha
Bank Umum menjadi kegiatan usaha BPR bahwa Bank aka
mengubah kegiatan dan izin usahanya menjadi BPR.

Huruf f
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2...



Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Ketentuan ini dimaksudkan agar anggota Komisarisarse
sungguh-sungguh memenuhi fungsinya dalam meng®irigi
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Rencana struktur organisasi dan susunan persomatiara lain
meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawabizbotal dan
vertikal, serta jabatan paling rendah sampai deniggkatan Pejabat
Eksekutif.
Huruf i
Cukup jelas
Huruf |
Angka 1
Dalam hal tidak terdapat Pemegang Saham Pengenddia
surat pernyataan ditandatangani oleh pemegang satsng
mewakili pemegang saham lain sehingga jumlah kepemi
saham paling sedikit mencapai 51% (lima puluh patas).
Angka 2
Huruf a)
Dalam hal tidak terdapat badan hukum yang merupakan
Pemegang Saham Pengendali maka surat pernyataan
ditandatangani oleh para pengurus yang mewakiliabad
hukum tersebut sehingga jumlah kepemilikan sahadmgoa
sedikit...
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sedikit mencapai 51% (lima puluh perseratus). Surat
pernyataan dari badan hukum Pemerintah Daerah tdibua
oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota.

Huruf b)
Surat pernyataan dibuat oleh pihak-pihak yang menur
penilaian Bank Indonesia mengendalikan secara Ulemps

maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Huruf c)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Penilaian terhadap analisis atas potensi dan Kedaygperubahan
izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR antama
tingkat persaingan yang sehat dan tingkat kejenuhan
Yang dimaksud dengan perubahan lokasi usaha Kdtsat
adalah pemindahan alamat Kantor Pusat yang bersiftats
propinsi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)



Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a
Penyesuaian kegiatan usaha dalam aspek perangkammhu
mencakup antara lain dengan memastikan akta peaobah
anggaran dasar badan hukum telah disahkan olesngisyang
berwenang.

Huruf b
Penyesuaian kegiatan usaha dalam aspek jenis &egisiaha
mencakup antara lain dengan transaksi produk dsa Bank
Umum yang dilarang dilakukan ol&8PR (seperti transaksi giro,
transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB), valuta gagualas),
promes, surat utang, dan lain-lain), menyelesaikawajiban
kepada kreditur/nasabah yang tidak bersedia memjadabah
BPR serta menyediakan dana sebesar kewajiban laaugkbelum
diselesaikan.

Huruf ¢
Penyesuaian kegiatan usaha dalam aspek infragtnumdncakup
antara lain dengan mempersiapkan perubahan sistam d
prosedur kerja, teknologi informasi, struktur ongasi dan
susunan personalia.

Huruf d
Penyesuaian kegiatan usaha dalam aspek pelaporan da
pemenuhan ketentuan pengawasan mencakup antardelagan
mempersiapkan pelaporan Sistem Informasi Debit@{J Ldan
laporan lain ke Bank Indonesia yang mengacu padanten
yang berlaku bagi BPR seperti mempersiapkan konvers
penghitungan kolektibilitas, Penyisihan Penghapugekiiva

PPA
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(PPA), Non Performing Loan menjadi Kualitas Aktiva Produktif,
Tingkat Kesehatan, Giro Wajib Minimum menjachsh ratio,
Kewajiban Pemenuhan Modal MinimunCdpital Adequacy
Ratio), dan sebagainya.
Huruf e
dengan melakukan penutupan jaringan kantor yaragdbedi luar
provinsi Kantor Pusat bank sesuai dengan ketentBank
Indonesia yang berlaku mengenai BPR.
Huruf f
dengan mempersiapkan beberapa dokumen sepertamdiapa
daftar aktiva tetap, bukti penguasaan kantor, d¢onto
formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasi®PR.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas



Huruf d
Angka 1
Yang dimaksud dengan aktiva tetap dan inventargahd
aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siakapa
atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam
kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untwiali
Daftar aktiva tetap dan inventaris disertai denganga
perolehan.
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesgebut,
status Bank Umum berubah dan oleh karena itu hdagat beroperasi
sebagai BPR dan dilarang melakukan kegiatan-kegistaha sebagai
Bank Umum seperti transaksi Kliring, devisa, opersd kantor
cabang di luar provinsi, kecuali sebatas penyedesatas transaksi

dimaksud.

Ayat (2) ...



Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
ditujukan antara lain untuk memutuskan perubaham usaha
Bank Umum menjadi izin usaha BPR.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Antara lain menghentikan transaksi giro, transdkasar Uang
Antar Bank (PUAB), valuta asing (valas), promes;aswtang,
dan lain-lain.
Pasal 15
Ayat (1)

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSkditujuntuk
memutuskan pula perubahan anggaran dasar dan adfi@amjliti
dengan pengajuan perubahan anggaran dasar kepadariMéukum
dan Hak Asasi Manusia untuk dimintakan pengesahan.

Ayat (2)
Kewajiban lain yang harus diselesaikan terkait dendransaksi
terdahulu sebagai Bank Umum antara lain meliputi:
1. penyelesaian kewajiban giro, sertifikat depositwing, devisa,
2. penyesuaian pelaporan & pemenuhan ketentuan;
3. penutupan jaringan kantor yang berada di luar psaviempat

kedudukan kantor pusat BPR;

4. penyampaikan neraca akhir Bank Umum posisi Dese2MHD;

5. perubahan Neraca akhir Bank Umum menjadi neracaBiRR.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Terhitung sejak tanggal Surat Keputusan GubernurkBadonesia
tersebut, status Bank Umum berubah dan oleh katerreanya dapat
beroperasi sebagai BPR dan dilarang melakukan teegiegiatan
usaha sebagai Bank Umum, kecuali sebatas penyalesiais transaksi
dimaksud.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
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